









Berdasarkan hasil hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan 
dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang 
mendapatkan pembebasan bersyarat Balai Pemasyarakatan Kelas I 
Yogyakarta menjalankan beberapa program, yaitu bimbingan agama, 
bimbingan kesadaran bernegara, bimbingan kesadaran hukum, dan bimbingan 
sosial dan mental. Ada empat tahap dalam pelaksanaan pembimbingan klien 
anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Yogyakarta yaitu tahap awal, tahap 
lanjutan, dan tahap akhir.  Selain itu dalam melaksanakan pembimbingan 
terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat ada dua cara 
pembimbingan yang dalam melaksanakan pembimbingan yaitu dengan cara 
kunjungan kerumah klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan 
klien anak datang langsung ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.   
2. Kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam 
melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat adalah kurangnya fasilitas pendukung dalam 
melaksanakan pembimbingan kepada klien, jarak tempat tinggal klien yang 






anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan Balai Pemasyarakatan Kelas I 
Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan bagi klien. 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan yang tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Penambahan fasilitas di dalam Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, 
Khususnya dalam hal fasilitas kendaraan untuk pembimbing kemasyarakatan 
yang melakukan kunjungan ke rumah klien. 
2. Perlu ditambahnya anggaran agar program-program yang sudah direncanakan 
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